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Abstrak Pengelolaan tanah merupakan masalah

yang pelik dan ruwan. Selain masalah keadilan, -bagi

suatu ncgaru- tanah merupa*afl sumber fskal yatg
dominan. Pada masa atal Islam (ntsa Rns'nlulldh

dttr tl-Khulali al-Rashidnn) petgelolaan ttnah telah

mengalani pekmbagaan yang othtp bcil- Keberanian

ktulifah 'Umar b. Kut&b berbeda dengan Rasilullah

dalam mengambil kcbijakan tentang tanah taLJukan

dianggap menjadi tonggak sejarah pengelolaan tnnalr

bagr Negara lslam pada fiasa-nasa xlanjutnya.
*dangkaa pengelohan tanah di negoa Republik

Idonesia natililci kemiipu kzmiiryn dcngan apa

yang dikerjakan pada nasa mtd lslam, hanyt

fokusnya befteda karena Wrhdaal ternpat dat ua*tu,
tetapi pnnsiryya sama. Makdah ini mencoba

membandingkat pengelolaan tatuh sdagoi sumhr
kJurAj pada masa moal IsLam dengan sistcm agraria

dalam kontek ke -lndonesisan.

Kata kunci' Kfiafij, Fiskal ilan Agraia.

' Dosen STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan (agraia) di Indonesia diatur dalam
undang-d,ldang tersendiri yang dihaksudkan untuk
mengatur perihal pertanahan beserta seluk beluk yang
ada kaitannya dengan tanah. Sedangkan purlgutan dari
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pengelolaan tanah tersebut diatur dalam undang-undang
pr:rpajakan, yaitu undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1994 sebagai pengganti Undang-
U:ndang Nomor 12 tahun 1985 tentang paiak bumi dan
bangunan.r Undang-undang ini mengatur tentang
bagaimana, Apa dan berapa saja besar pajak yang harus
dikeluarkan dari pengelolaan tanah tersebut. Pajak bumi
dan bangunan ini merupakan salah satu sumber fiskal
negara Indonesia yang significant bagi pembangunan
nasional.2

Di Negara Islam, pengelolaan pengaturan dan
pengaw.rsan tanah juga dilakukan oleh negara, dan
didistribusikan seluas-luasnyan untuk memakmurkan
dan mensejahterakan rakyat. Masalah pertanahan ini
mulai muncul seiak Islam melakukan eksparsi keluar
dan mendapatkan harta rampasan dan tanah taklukan.
Penanganan masalah pertanahan ini mengalami
pelembagaan pada masa keklulifahan 'Umar b. Khattab,
(meskipun sebenamya telah ada serak masa rasulullah
saw). Penarikan pajak pertanalun " khardj" dikelola oleh
bayt al-mdl. Pengelolaan fuaraj pad,a masa itu sudah
cukup bailg memperhatikan prinsipprinsip keadilan dan
pe,merataary baikbagi dhimmi maupun muslim di daerah
taklukan tersebul3 Bahkan kemampuan memikul pajak
lhtraj juga diperhatikan sehingga kebijakan ini tidak saja
progresif tetapi iuga bersifat luwes.a Namun yang lebih
penting, kebijakan yang diambil oleh'Umar b. al-Khaltib

I Aoin'{?idiaya Ttaggzl, Pctaaraa Perpej.ken Di fndoncsie
(akaaa: Rincka Cip.a, 1995),66z.

2 lbid.
, Haeenuz. Zamer, Eaaomic Funcdon of en Islamic State, the

Early Ekspticoce (K*achi: Thc Islarric Fouodetioo, 1991), 2)2.
. Abdul M.an.a, Tcori Dzn P.akrek Ekonorni fdam. Ter,

Nastengin (Yogy.karta: Dana Bhakti Priem t'{*a,197), 25O-25l
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ini selain untuk menambah kas negara juga berorientasi
pada kelangsungan masa depan Islam.

Pertanyaan muncul adalah apakah sistem
pengelolaan pajak pertanahan " Huraj" pada masa awal
Islam relevan dengan kontek kekinian? Jika memang
demikiaru pertanyaan selanjukrya, apakah sistem pajak
pertanahan di Indonesia ini memiliki kesamaan dengan
Apa yang diterapkan oleh Negara Islarrp khususnya pada
masa awal Islam? Kemudian bagaimana bentuk
pelaksanaan pajak pertanahan dalam Islam yang sesuai
dengan kontek kelndonesiaan?

Makalah ini mencoba mengkomparasasikan
masalah prake.k "l,haraj" pada masa awal Islam dengan
pengelolaan tanah dan pajak bumi dan bangunan di
Indonesia. Masa awal Islam penulis anggap sebagai
presentasi Negara Islam (lslamic state) yang masih
original. Sedangkan sistem pajak pertanahan di lndonesia
kami fokuskan sejak di berlakukannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sampai sekarang. Pembahasan ini
Akan kami lengkapi dengan hukum agraria di Indonesia
yang sampai saat ini masih dipakai sebagai landasan
pengambilan kebijakaru

PENGELOLAAN TANAH DAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) DI INDONESIA.

Pengelolaan Tanah.

Semua tanah yang berada dalam ba tas teritorial Negara
Republik Indonesia adalah milik negara Indonesia.s

s Etlcodi Pcratrgin, ,&llkum Agrri. Di Indon.6i4 euatu tclah dari
sudut pendang pre*tik hukm [.k.rta: Rei. Grafindo Pcrtl&, 194),
207.
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Tanah negara ini akan tetap dikuasai negara secara
langsung sampai ada pihak tertentu (orang atau badan
hukum) yang mengambil hak tanah tersebut Hak tanah
itu iuga dikuasai oleh negara, tetapi tidak secara
la:ngsung, sebab ada hak pihak tertentu di atasnya. Bila
furk pihak tertentu itu kemudian dihapus maka tanah
te.rsebut kembali dikuasai oleh negara secara langsung.5
H,rk atas tanah berarti hak atas berbuat sesuatu dengan
tanah tersebut z Hak-hak yang diberikan kepada
penduduk/warga Negara Republik Indonesia atas tanah
itu, sep€rti yang di sebut dalam pasal 25 ayat (1) Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu hak milik, hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pa-kai, hak sewa,
hak membuka hutaru dan hak-hak lain yang tidak di
sebutkan di atas, yang di tetapkan dalam undang-
undang serta hak-hak yang sifatnya sementara (pasal 35
UUPA) yang di maksud dengan hak-hak yang sifatnya
sementara adalah hak-hak yang masih di atur dalam
hukum adat dan hak-hak itu nanti dihapus.8

Rincian UUPA tentang hak-hak atas tanah tersebut,
sebagaimana dikutib Mustafa,s sebagai berikut
1. Hak milik. Pemegang hak milik atau pemilik tanah itu

mempunyai hak untuk "berbuat bebas", artinya boleh
mengalihkan tanah miliknya kepada pihak lain
dengan jalan menjual, menghibahkan, menukarkan
atau ;newariskan. Dengan demikian setiap orang
mempunyai kewaiiban untuk memelihara, menambah

a Efiendi Pcreagin, Pnktek Pemohonet llek At.s Triah
(ekena; Relawali 191), 14

t lbi4 m1
r Bacbsea Mustefa, Ifukum Agnrit Dal.m Pcrspcktil(B.d!ry1

Rcmedie Kerya" 1988), 3&39.
, Ibi4 39-43.
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kesuburan serta mencegah kerusakannya. Tanah harus
dikelola dengan baik menurut cara{ara yang lazim.lo
(Pasal27).

2. Hak guna usaha, berarti hak untuk mengusahakan
tanah yang di kuasai langsung Negara dalam jangka
waktu paling lama 25 dan 35 tahun. Jangka waktu ini
tergantung dari sifat perusahaan dan dapat di
perpaniang sampai 25 tahun. (Di atur dalam 7 pasal:
pasal 28 sampai dengan pasal M).

2. Hak guna bagunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempun;rai bangunan di atas tanah yang bukan
miliknya sendiri. Ini berarti dapat di atas tanah milik
negara atau milik seseorang, dengan ;angka waktu
paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai
20 tahun. Hak ini dapat dialihkan kepada orang lain
dan dapat pula di jadikan sebagai jaminan. (Di atur
dalam 6 pasal: pasal 3s-sampai dengan pasal 40).

3. Hak pakai adalah hak untuk mengunakan dan/
memungut hasit dari tanah yang di kuasai langsung
oleh Negara atau tanah milik orang lain yang
memberikan hak dan membebani kewajiban yang di
tentukan dalam sesuatu ketetapan pemberian atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanah. (Diatur dalam
3 pasal: yaitu pasal, 41 sampai dengan pasal 43i)

4. Hak sewa untuk bangunan. Seorang atau suatu badan
hukum mempunyai hak sewa atas tanah, Ia dapat
mengunakan tanah milik orang lain untuk keperluan
bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya
se.;umlah uxng sewa. Perjanjian sewa tanah ini tidak
boleh disertai dengan syarat syarat yang meagandung

o Effendi Ptarngit, Ifukum Agzria Di Indonesia, lakztta:
R.d,awdi, 1991), 22a.

5



6 Justitia lslamica, Vol.1/No. 'UJan - Juni 2004

unsur-unsur paksaan. (Diatur dalam dua pasal: pasal
t14 dan pasal 45)

5. Hak membuka dan memungut hasil hutan. Hak ini
diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan
mengunakan hak memungut hasil hutan secara sah
dengan tidak dengan sendirinya memperoleh hak
milik atas tanah tersebut. (Diahrr dalam satu pasal dua
ayat yaitu pasal 45 dalam ayat 1 dan 2).

6. Dan hak-hak yang lain diatur dalam UUPA.

Hak-hak atas tanah tersebut dapat dialihkan
kepada orang lain dengan sebab-'sebab tertentu.
Pemindahan atas hak tanah tersebut diatur dalam pasal
19 dirn 20 UUPA, bahwa setiap perjanjian yang
bermaksud memindahkan hak atas tarnh sebagai
tangungan, harus di buktikan dengan suatu aka yang di
buat oleh dan dihadapkan pejabat yang di tuniuk oleh
Menteri Agraria. Jika orang yang mempunyai hak atas
tanah meningal dunia, maka yang menerima tanah itu
sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan
hak tersebut ddim waktu 6 (enam) bulan sejak
meningalnya orang tersebut.rl Hal ini dilakukan supaya
status tanah jelas secara hukum sehingga tidak
menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Begitu iuga hak pemilikan dan penguasaan atas
tanah juga dibatasi, dengan alasan supaya tidak
merugikan kepentingan umum dan menimbulkan
kecemburuan sosial. Pemilikan tanah.yang melampaui
batas (groot grondbezit) di khawatirkan akan
memunculkan "tuan tanah". Selain itu terbatasnya
persediaan tanah pertanian, khususnya didaerah-daerah

lt Sri Socewi Masihocn Sofwea, If* Jemiaza Atas Tanah
(Yogyaka.ta: Lib.rty, lgE\, 1n-L3.
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padat akan menyebabkan penyempitary kalau tidak
dapat dikatakan hilangnya Sama sekali bagi banyak
petani untuk memiliki tanah sendiri. Hal itu diatur dalam
pasal 17 ayat (74) UUPA.1,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Negara Republik- Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang,
oleh karena itu menetapkan perpajakan sebagai salah
satu perwuiudan kewajiban kenegaraan dalam gotong
royong nasional, sebagai peran serta masyarakat daLam
membiayai pembangunan. Dalam pelaksanaannya harus
memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan dan
kesederhanaan serta ditunjang oleh sistim adminidstrasi
perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban pembayaran pajak.t Cleh karena
itu, sebagaimana tertuang dalam UUD 45. pasal 23 ayat
(2), segala pajak untuk keperluan Negara harus
berdasarkan UU.la

Pembebasan pajak henya akan di lakukan pada
obyek pajak yang di usahakan untuk kepentingan umum,
dan nyata-nyata tidak digunakan untuk mencari
keuntungan. HaI itu dapat diketahui dari AD/ART
yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
seperti: pesantren dan sejenisnya, madrasah, tanah
wakaf, rumah sakit umum dan lainya. Hal ini sesuai

u Ibi4 1zl.
u Amin widiaya Trnggal, Petztuan Perp.ieken Di ldoneie

gakerta: Ri:rcka Cipta, 1995), 662.
s Lib€.ty Pediaagen daa Jimmy lumban Gaol Marrzhetni

Undang- Udang Petpa/akzn 1994 (Jaka,ta: Ul-Press, 1995), 3-4.

7
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dengan penjelasan pada UURI No 12 tahun 7994, yar.g
merupakan penyempurnaan dari UURI No 12 tahun 1985
tentang pajak bumi dan bangunan.ls Selain itu ketetapan
Majlis Permusyawaratan Rakyat Nomor: II/MPR/7998
tentang Garis4aris Besar Haluan Negara, bagian umum
brrtir 30 yang antara lain menyatakan bahwa tanah
mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatanya harus
dapat meningkatkan kesejahEraan rakyat. Untuk itu
perlu terus di kembangkan rencana tata ruang dan tata
guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah
dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan
dengan cara memelihara keiestarian alam dan
lingkungan serta mencegah p€ngunaan tanah yang
merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan
pxlmbangunan.16

Pajak yang dapat di ambil oleh Negara diantaranya
meliputi pajak penghasila& paiak pertambahan nilai
(PPN) dan pajak peniualan atas barang mewah (PPnBM),
dan paiak bumi dan bangunan. Besar nilai jual obyek
p.rjak atau tidak kena pajak di tetapkan sebesar Rp.
8.000.000. Apabila seseorang memiliki beberapa Obyek
Pajak, maka yang diberikan nilai jual tidak kena pajak
hanya satu obyek pajak yang nilainya terbesar,
sedangkan obyek pajak yang lain tetap dikenakan pajak
secara penuh tanpa di kurangi nilai jual obyek tidak
dikenakan pajak.tz

E Arnifr, Pedatren,66K64.
16 I Wayaa Sua.a&., Ilrkrrrn PertaDahan Indoaeeia [zkettz:

Rineka Ciptl 1991), 11.
17 Liberty Pandiangaa danJimmy Lumban Gaol, Mcnnhatn|278.
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Contoh:

Seorang wajib pajak mempunyai obyek pajak berupa
tanah dengan nilai sebagai berikut
- Nilai jual Obyek Pajak Tanah Rp.3.000.000.00
- Nilai Jual Obyek Pajak Tidak

Kena Pajak Rp.8.000.000.00

Karena nilai jual obyek pajak berada di bawah nilai
jual obyek pajak tidak kena pajak, maka obyek pajak
tersebut tidak di kenakan pajak.

Penerimaan pajak ini masuk sebagai pendapatan
daerah yang antara lain di pergunakan untuk
menyediakan fasilitas yang juga di nikmati Pemerintah
Pusat dan juga Pemerintah Daerah, Oleh sebab itu
Pemerintah pusat juga ikut membiayai pendanaan
fasilitas tersebut. Mengenai bumi dan banngunan milik
pers€orangan dan/atau badan yang di gurnkan oleh
negara, kewajiban perpajakan tergantung pada pe4anjian
yang diadakan.l8

PAIAKTANAH DALAM ISLAM

Pengelolaan Tanah

Pada masa sebelum Islam, semua tanah yang di peroleh
melalui peperangan diserahkan kepada raja dan sebagian

diberikan kepada tentara. Praktek semacam ini di
hapuskan oleh al-Qur'an, kemudian dibetitahukan
bahwa semua tanah itu adalah milik Allah SWT dan
rasulnya, sesuoi dengan ayat:

9

13 Ibi4 27?
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Mereka menanyakan kepadamu bntang (pembagian)

harta rampasan perang. Ktakanlah: "Harta rampasan

perang itu kepunyaan Alhh dtn Rasul . . ." (al-Anfil: 7)

Karena dalam Islam daerah yang di taklukan itu
diEtapkan sebagai milik Allah SWT dan Rasulnya maka
dengan sendirinya bukan meniadi milik orang
perorangan atau golongan tertentu. Rasulullah dan para
salubatnya membagi-bagikan tanah-tanah tersebut demi
kepentingan umum dalam masyarakaL Peristirva ini
berkenaan dengan harta rampas.rn petang "iyat d-
Ganimah", ketika Rasulullah mebagikan tanah Khaybar.
Di antara orang-orang yang mendapatkan bagian yaitu
s{lbagai berikut re

a. Orang-orang yang berperang.

b. Penduduk asli.

c. Orang-orang miskin yang tidak mempunyai mata
pencaharian.

Seiring dengan perkembangan Islam ke seluruh
penjuru dunia, wilayah yang di kuasainya juga semakin
lebar, masalah yang dihadapi juga semakin kompleks,
termasuk penglolaan tanah taklukan. 'Umar b. al-Khaltab
sebagai Khalifah kedua mengemukakan pemikiran yang
berada dengan para pendahulunya. Ia tidak membagi-
bagikan tanah tersebut. Tanah tersebut diambil sebagai
kekayaan negara. Tanah tersebut kemudian diserahkan
kepada para penduduk yang kekurangan untuk di ambil
"Hurdj" d,ari penghasilan tanah brsebut HaI ini
dilakukan'Umar b. al-Khattab terhadap tanah Saaa-d dan
juga tanah taklukan yang lain, ia tidak merrbagikan
tmah kepada para tentara yang berperang. Pendapat

D Afzalur Rahmen, Doktin Ekonmti Islztn, jilid IL Tct, Soo-haii
dan Hudiy.Dto (Yogyakarta: Daaa Bhakti Vaka{, 195), 214,
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'Umar b. al-Khattab ini di dukung oleh 'Ali b. Abi Talib
dan iuga 'Mu'adh ibn Jabal.zo

Pada awalnya pemikiran 'Umar b. al-Khattab ini
menimbulkan perbedaan yang cukup sengit di antara
para sahabat. Ketika Irak dan Syiria ditakklukarL
sebagian sahabat seperti Zubayr, 'Abd al-Ralman b. Awf
dan Bilal berpendapat bahwa l-anah-tanah taklukan
tersebut harus di serahkan kepada para prajurit
sebagaimana yang di lakukan oleh rasulullah SAW atas
tanah taklukan di Khaybar dan seluruh tanah Bani Nadir
dan Baru Quray2ah. Sebaliknya, 'Umar b. al-Khattab
menghendaki tanah-tanah tersebut di serahkan kepada
penduduk setempat dengan pengaturan dan pengawasan
dari pemerintah. Anggota dewan penasehat yang lainnya
seperti 'Ali b. Abi Talib, Ibn 'Umar, Tahafu Mu'adh b.

Jabal dan Uthman berpendapat sama dengan kha.lifah.
Setelah melalui perdebatan dan pemikiran yang panjang
maka di putuskan bahwa semua tanah-tanah di kedua
negara ini harus diserahlan kepada penduduk sebmpat
dibawah pengawasan dan pengaturan khalifah
(pemerintah) dan tidak harus dibagikan kepada prajudt,
itu semua demi kepentingan masyarakat pada
umumnya.2l

Kedua keputusan yang berbeda tersebut (tindakan
rastlullih membagi dan 'Umar b. Khattab yang tidak
membagi tanah-tanah taklukan) membuktikan bahwa
rangkaian pengelolaan tanah tersebut tidak pernah putuc
sejak masa Rasulullah juga masa-masa selanjutnya. Selain
itu hal ini menunjukkan bahwa, partama, negara

, .l-Imtm d-IIaGz Abi .l-Fari 'Abd d-R:hmao b. Ahn.d b.
Rihib el- f{aarbili, al-IstiLMj Ii eI- AhE n el-ntrrri (Bajm,c D* d-
Ilmiah, 1985), 16.

2t Ah v R*'Dah, Doktti4226.
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mempunyai kekuasaan terhadap pengaturan dan
pembagian tanah-tanah taklukan dan harta-harta lainnya
atas dasar kepentingan umat. Kedu4 tidak adanya bentuk
yang ditetapkan dalam hal pengaturan dan pembagian
atas tanah-tanah taklukan pada masa awal Islam, tetapi
membuat kebijakan yang mendatangkan kebaikan bagi
masyarakat umum maupun Muslim. Sehingga patokan
p:nglolaan dan pembagian tanah itu adalah kepentingan
dan kesejahteraan masyarakat, baik pada rursa
R;rsulullah maupun masa-rrrasa selanjutnya.z

Kharaj adalah pajak tanah yang di taklukkan oleh
umat Islam dan menjadi kekayaan umat Islam.zt Terlepas
Apakah si pemilik itu masih dibawah umur, dewasa,
merdeka, budak, Muslim atau tidak beriman.24 Orang-
Orang Arab menyebut tanah s€waan sebagai kJurai.
'fanah lduraj ini terbagai menjadi dua, yaitu: yang di
taklukan dengan peperangan di namakan tanah'Unwah,
sedangkan yang diperoleh lewat kesepakatan disebut
sebagai tanah " gtlb" .E Khalilah 'Umar b. al-Khaltab
menyewakan tanah-tanah taklukan tersebut kepada
penduduk dan mengambil paiak tertentu sebagai ganti
sewa, dan hal ini dinamakan kJurnjze . Kharaj ini

',2 tbid.?22.
a Muna*.er iqbal daa M. Fahim Khen, A Suwey of fssues and a

Progtzmme For R*earch in Monctay Aad 6skal Economi. Of Isl.rn
(lelamabrd: Pop-Boa& Printcrs Lt4 1981), 55.

a Abdul Maaaa, Teori Den Przktck Ekonomi Islarn (ogy^k^rt^l
Drml Bh.kti Prit:lll TirtaY?!sa,1997), 0.

a MuEtaGl al- l{aoshed, tl-Nizrm zl-Iqtirtdl fr eI-IsLrm (Riyr&.
Drr d-Ulum, 19t5), 39+395.

, Abidin Ahmcd Sabm+ Kh.!.i .od Oticr Sources of Rcvcnuc in
an l6l.mic Stztc, dalaD Rcadings In Islamic Fbkel Poliq @clhit SlD.h
Offset Printe., 1996), 39.
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merupakan salah satu sumber fiskal terbesar bagi negara
Islam pada saat itu.27

Pada saat penaklukan Irak tersebut,'Umar b. al-
Khattab berkirim surat kepada Sa'ad b. Abi Waqqas,
yang berbunyi:

Sesunguhnya aku be*iim surat kepadamu agar engkau
mengajak orang-ora.ng untuk memeluk agama lslam
dalam jangka waktu tiga hai. Barung siapa mengikuti
sebelum dimaklumkannya perang berarti ia termasuk
umat Islam. Baratg siapa meneima ajakanmu setelah
diberlakukanya perung dan mereka di pihak yang kalah,

maka ia tidak akan merulapatkan harta Fay' yang diilapat
. urnat Islam,.karena ia telah melindunginya xbelum

masuk Islam. Harta rampasan seperti kuda ibn bmang
furgerak lainya ilibagikan kepada umat lsl-am yang
berperang disatu, xmcntara itu tinggalkanlah tanah
supoya dikerjafun penduduk untuk gaji tmtaru ketika
mereka pensiun. lika tanah itu kamu bagi xmua tidak
akan tersis untuk generasi fiuslim yang akan datang.B

Tanah-tanah krharij tersebut diantaranya adalahzs:

1. Tanah Sawid di Irak yang mempunyai teretorial
terbentang antara Hadithab dan Abadary dan antara
danau Udhayb dekat Kufah dan Huluan Tanah
Sawad ini di tetapkan oleh 'Umar b. al-Khattab
sebagai tanah kharaj.

2. Mesir dan Syiria.

n Mraawar, A Suvey, 96
r Yahya Bcn Ldza'a, Taxztion in fslzm, roL 2 (Lci&o"

Iatcmatiooal Islemic Univcfticy, 1967), 7&79.
, S. A.Siddiqi, Puh,L* Finence fn fdam Q-ahore Kaehairi Bazzer,

tt),6244.
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3. Semua tanah yang di taklukan dengan kekuatan
senjata dan tidak di bagikan kepada penduduk
setempat atau kepada non-Muslim.

4. Tanah yang diberikan dengan kesepakatan dengan
orang kafir.

5. Tanah mati yang dikelola oleh dhimmi dengan izin
negara.

6. Tanah yang diberikan oleh imam muslim kepada
dhimmi di daerah taklukan supaya mereka
membantu dalam menghadapi musuh.

7. Tanah mati yang dikelola oleh seorang muslim yang
berlokasi di daerah khanil.

8. Tanah milik dhimmi atau muslim yang diairi dari
iigasi Huraj.

Cara memungut l:hardj terba$ menjadai dua jenis,
klrazij menurut perbandingan (nuqAsamah) dan lharaj
teap (wAgrfah). Kftani.1 menurut perbandingan ditetapkan
porsi hasil seperti setenggah atau sepertiga hasil itu.
*balilaya, thafij Etap adalah beban khusus pada tanah
sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan Kharaj
me:ourut perbandingan pada umumnya di pungut setiap
kali. panen, sedangkan Khardj Etzp menjadi waiib setelah
melewti masa satu tahun. :o

Dalam lilurdj tetap tarif yang di tetapkan khalifah
'Umar b. al-Ktragab atas tanah Sawid pada umurmya
dianggap ketetaparu tetapi apabila ada sesuatu yang
belum pernah ditetapkan khalifah'Umar b. al-Khattab,
malo kemampuan memikul pajaklah yang akan menjadi
tolok ukur wajib pajak. Kemampuan untuk memikul

s Abdul Ma]tran, Tcoi dan Pnktck Ekononi lelern (Yogy.k^tt l
Dan Bhakti Prima Yae 

^r 
1997),2fi.
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paiak maksimum ditetapkan sejumlah setenggah dari
hasil.

Menurut al-Miwardi, -sebagaimana yang dikutip
Manan- faktor yang menentukan kemampuan memikul
pajak tanah (taqah) bumi sebagai berikut orang yang
menaksir kharnj atau sebidang tanatu harus
mempertimbangkan kemampuan tana[ berdasarkan tiga
faktor. Pertama, berkaitan dengan tanah itu sendiri.
Kemampuan tanah untuk menghasilkan panen yang
banyak atau menyebabkan hasil panen kecil/sedikit.
Faktor kedua, berhubungan dengan jenis panen, karena
padipadian dan buah-buahan akan berbeda harganya.
Faktor ketiga mengenai cara irigasi, panen yang
dihasilkan dari system air yang di pikul hewan atau yang
di peroleh dari kincir, tidak dikenai l,Jnraj sama dengan
yang di hasilkan oleh tanah di airi dengan air mengalir
atau hujan.3l Persoalan ini sebenarnya juga berhubungan
dengan musim, pada musim penghuj an " al-Shitd" petanr
tidak membutuIkan banyak air sebaliknya pada musim
kemarau " al-lcyf' membutuhkan air yang banyak.
Perbedaan ini menimbulkan biaya produksi yang
berbeda pula.

Sedangkan menurut Sidiqrrz pertimbangan yang
dipakai dalam memungut Uranij ada empat yaitu:
1. Kualitas kesuburan tanah.

2. Jenis tananman yang di tarunam.
3. Sistem irigasi yang di pakai.

I Ibid- lihat luga, I^hmad Ofln ltrd S.lim Rasi4 Fisc.l Policy Io
Eerly lelrm, dalam Reading In Islamic Fisczl Policy (Dclhi': Sh.h Oilcet
Printq 1996), O0. Pctug.s Klr2rai P.da W.lfii Itu tid.L B^i. acogu.u3i
p.i.k tan.h Akan tctapi iuga aeabaatu Ectrycdiaka.o kand eir untu&
irigasi dad euagai. Lihat,Yahya Ben Adu'., Taxztion in Isl .n 23-8.

, S.-4.- Sidiq, Public Finznce In fdatn (Ijorc: Kesmiri Bezer, tt),
6647.
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4. Jarak tanah yang di kelola dengan kota atau pasar,
sebab harga bisa naik atau turun karena jauh atau
dekatnya tempat yang terkait dengan biaya
transportasi.

Selama kualitas tanah tetap sama (seimbang)
dengan sistem irigasi maka keuntungan pajak tidak
bertambah atau berkurang, tetapi jika ganguan pada
irigasi disebabkan oleh faktor alam yang merugikan si
pengelola, maka negara harus mengusahakan perbaikan
atau si pemilik tanah tidak dikenakan kharaj. Bila seluruh
hasil panen musnalr, pengelola tanah tidak berkewajiban
membayar kharAj.33 Kebqakan ini sangat humanis dan

iauh dari kesan ekploitasi atas tanah taklukan. Karena
Islam datang bukan menjadi penjajah tetapi sebagi
penyebar perdamaian dan kedamaian.

Selain klasifikasi faktor-faktor di atas, sebelum
menarik pajak, petugas paiak harus menaksir besar
ke<ilnya pendapatan dengan cara sebagai berikutu:
1. Menaksir luasnya tanah. Tanah yang luas, secara

umum memproduksi hasil yang lebih banyak begitu
p-ula sebaliknya.

2. IVelihat porsi kezuburan tanah. Kesuburan dan jenis
tanah biasanya membawa pengaruh terhadap hasil
yang diperoleh dan jenis tanah yang berbeda baik
kualitas maupun tempatnya (letak ketinggian dari
permukaan laut) membawa pengaruh terhadap jenis
tanaman yang baik untuk di tanam pada daerah
tersebut.

3. Hasil dari produksi yang Sama. Tanaman yang Sama
pada ukurarr dan kualitas kesuburan taflah yang sama,

s Mzamza, Tari,EL
Y Sidiq, Publik, 67 .
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bisa di jadikan ukuran pendapatan seharusnya pada
tempat lain.

Jika seoranng muslim membeli tanah l&araj dan
dhimmi maka tanah tersebut tetap harus memberi
lJnrdj.x 5a6*tf^n tanah yang dimiliki oleh Muslim asli
disebut sebagai tanah'ushr, yang tetap harus memberi
paiak sesuai dengan penghasilan yang didapa! jika sisa
Huraj masih mencapai satu nisab rraka harus dibayar
zakatnya, akan tetapi apabila tidak mencapai nisab tidak
wajib member zakat. Sehingga tidak menjadi tumpang
tindih antara l,Juruj dan zakat.s Bila seseorang
berkeinginan tidak memberi kJnraj, maka ia di paksa
untuk memberi pajak.

Khalifah'Umar b. al-Khattab berusaha memberikan
keadilan yang memuaskan semua pihak, tidak saja
muslim, tetapi juga umat lainnya. Orang-orang pekerja
Khaybar yang tidak mampu memberikan pajak
dibebaskan dari pajak, s€dangkan penduduk Fadak
memberi separo dari hasil produksinya artinya khahfah
'Umar b. al-Khattab tidak banyak melakukan pengantian,
pajak hanya menyempumakan dari masa Nabi.:z

Besamya khardj yang di ambil dari para petani bisa
berubah tergantung situasi dan kondisi. Dengan
berpegang pada pertiminngan dan kriteria di atas,

Khalifah 'Umar b. al-Khaltab (negara) mendapatkan
35.000.000 dirham dari tanah Sawad. 'Umar
memerintahkan 'Uttrman Ibn Hanil mengambil k}anij
berbeda-beda pada jenis tanaman, untuk anggur setiap
sak diambil 10 dirham, kurma 5 dirham, dan gandum 4
dirham. Sedangkan 'AE b. Abi Talib mengambil khanij

!5 lbi4 64.
$ Ha66arur Zadrer, Ecot onic,200-20L
!7 lbi4 199.
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gandum 11/2 dirham dan kurma 10 dirham.s
Sebagaimana perbedaan dalam pembagian tanah antara
rasululli*r dan 'Umar, perbedaan pemungutan pajak ini
bukan berarti negara Islam tidak konsisten dalam
menetapkan peraturan yang di buat agar tidak
merugikan Negara dan tidak merr,beratkan penduduk
baik muslim maupun non muslim.

Pada tahun 16 H, Abn Huralnah, 'AmiI Bahrayn,
mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham
kharaj. ltu adalah jumlah yang besar sehingga khalifah
mengadakan pertemuan dengan Majlis Shua untuk
menanyakan pendapat mereka, dan kemudian
diputuskan bahwa jumlah tersebut tidak untuk
didistribusikan, melainkan disimpan sebagai cadangan
darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan
lainnya. Untuk menyimpan dana tersebut hyt al-mnl
yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama
kalinya di ibukota dan kemudian dibangun cabang-
cabangnya diseluruh propinsi. 'Abdullah b. Irqam (yang
selarna hidup rasulullah menyimpan data mengenai
suku-suku dan sumber airnya. serta keluarga An5ar)
ditunjuk sebagai pengurus bayt al-mal bersama dmgan
'Abd al-Rahman b. 'Ubayd al{ari dan Musayyab sebagai
asistennya.3e

$ Juml.h yarg ad. m15ih mcoiadi pcrdebataE pare sciare*zn,
pcrdetrata[ terdebut meour'nt pcnuiis karcaa syetem dokklmtesi belum
baik paa& nra6. .q'al l6l.m itu. Lihau al-Ilanabili. tl- Is*hrri t243.
Lihar iuga, el-Ilamsh^ri, a|- Nizz!+,4$4m.

e Adiwarman Azwar Karim. Scienh Pernik;tu, Ekoaomi IsLm
Oakana: IIIT, 2001), 4546.
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SISTEM PAJAK BUMI (AGRARIA) DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 23 ayat (-1.-2)

menyatakan bahwa (1) Angaran dan pendapatan dan
belanja Negara ditetapkan tiaptiap tahun dengan
Undang-Undang Apabila DPR tidal menyetuiui
anggaran yang diusulakan pemerintah, maka pemerintah
menjalankan anggaran yang latu. (2) Segala pajak untuk
keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. HaI ini
berarti pemerintah harus membuat kebijakan fiskal
setahun sekali yang diformulasikan dalam APBN. Salah
satu sumber fiskal yang di ambil adalah Pajak Bumi Dan
Banguna4 di sa:nping retribusi, keuntungan dari
berbagai BUMN, denda dan sitaan yang dilakukan oleh
Pemerintah, sumbangan masyarakat percetakan uang
kertas, hasil undian Negara, pinjaman luar Negeri
maupun dalam Negeri dan iuga hadiah.o Pajak bumi dan
bangunan merupakan salah satu sumber fiskal yang
terpentin& sehingga memerlukan penanganan khusus,
dan di atur dalam Undang-Undang.

Meskipun Negara Republik lndonesia bukan
Negara Islam dan tidak mendasarkan Undang-
Undangnya diatas aqidah Islam, tetapi mempunyai
kemiripan dalam pengelolaan tanah. Di negara Islam
awal segala hal yang berkenaan dengan kekayaan negara
maupun fukal ditangani negara. Pada masa kekhalifahan
'Umar b. al-Khaltib di bentuk bayt al-mal unntk
mengurusi masalah tersebut. Sumber-sumber
pendapatan bayt al-ma! pada masa awal Islam itu antara

o Suparmoko, Kcuzngtn Ncgarz Dzlzm Tani lrta PEkt*
(yogyakao: BPFE, 192), 9+95.
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lain adalah: zakal al-ghanlmah,et al-fqy'tz, *^yaf,
sedekahc dan hutang. AI-Fay'mencakup tiga sumber
pendapatan yaitu al-jizyah, al-kharaj dan alr ushr.a
Meskipun sistem perpajakan pada masa itu belum
tersusun secara tertib seperti sekarang, tetapi dalam
ukuran masanya telah menunjukkan betapa tertibnya
aturan Islam atas tanah.

Pajak pertanahan " a|-Kharaj" dapat di samakan
dengan pajak bumi dan bangunan (PBB), karena
obyeknya sama yaitu tanah, yang di pungut tiap tahun
sekali.ls. Negara Islam -pada masa-masa awal- lebih
banyak memfokuskan pada bidang pertanian dan
perkebunan, sedangkan Negara Indonesia, tanah tidak
saja digunakan untuk pertanian tetapi juga memiliki nilai
gu.na bangunan baik untuk mendirikan perusahaan
maupun perkantoran Berbeda dengan Negara lndonesia,
al-khardj di berlakukan atas tanah taklukan atau yang
dikuasai oleh Islam,6 pajak bumi dan bangunan di
lndonesia di kenakan terhadap setiap warga negara yang
memiliki tanah dan bangurnn. Keduanya di pungut agar
masyarakat senantiasa mendayagunakan tanah dengan
bajk.

Wilayah yang dikuasai oleh Negara Republik
Indonesia meliputi tanah dan semua yang terkandung di

.' es. d_Adet I d.n 41.
r: Qe. el-llashr: 6-7.
.i Qa. d-Baqamh: 17.

(rk p: M.'had .l-Di.asah d-IeEmiyyah, 1970), 17L
.5 Yahya Bcn Adem's, Taxation in fthm,vollll,2S-n.
6 A.Rahman I Doi, Muzmalafi tcr. Zeinudin &n Roeydi

Sulaima:r (akarta: Raja Grefndo Perse&. 196) 80.
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dalamnya, air dan udara.aT Sementara Negara Islam, baru
terpusat pada tanah saia.

Baik dan buruknya system perDarakan tergantung
pada alcbat yang ditimbulkanya pada masyarakat.
System perpajakan yang baik adalah yang menjamin
keuntungan sosial terbanyak. Suatu system dimana
kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat di
tingkatkan. Menurut Dr. Dalton sebagaimana di kutib
oleh Manan lsrnenyatakan:

"Dua syarat pokok suatu ketaikan d.alam kesejahteraan
ekonomi masyarakat adnlah pettama, perbaikan dalam
qothrksi, dan lccdua, perbaikan dalam distribusi yang di
hasilkan."

Perbaikan dalam produksi berarti meningkatkan
daya produksi sehingga hasil dari setiap pekerjaan yang
lebih besar akan dapat diperoleh. Sedangkan perbaikan
dalam distribusi mengakibatkan pengurangan perbedaan
pendapatan berbagai individu atau keluarga yang
berlainan, terutama pada masyarakat miskin.

Distribusi pendapatan negara dari klwnj dalam
Islam dan pajak bumi dan bangunan, diarahkan pada
perbaikan kehidupan masyarakat dengan penyediaan
fasilitas yang mendorong berjalanya roda perekonomian
umat, seperti perbaikan irigasi, pembangunan jalarl
penyediaan modal usaha, pemberiaan uang pensiun dan
lain sebagainya.

Perimbangan dalam distribusi kekayaan negara
diterapkan dalam semua lapisan masyarakat, sehingga
menghindari akumulasi kekayaan pada sebagian orang

{7 Bordi Harsono, Ifukum Agtariz Indonesia (Jak ..: lcnb^t^tt,
19e6),6.

a3 M,[l3.n, Tcori,268.
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saia.o Rasultllih dan a1-Khulafa'al-Rashidin berusaha
nrembagi harta rampasan perang " ghanlrnah" dengan adil
dan merata. Apalag yang dilakukan oleh 'Umar b. al-
Khattab, kebijakan tentang kJ,ardj merupakan usaha
pemerataan dan keadilan dalam diskibusi kekayaan
negara.s Pendistribusian fiskal I'legara Republik
Indonesia tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang
dijalankan oleh Negara Islam masa awal. Hanya saja, di
Indonesia terkadang masih menonjolkan unsur
k:kerasan dan pemaksaary seperti penggusuran tanah
perumahar'. untuk mendirikan perusahaan kelompok
tertentu, pembukaan lahan baru yang hanya
rrrenguntungkan segelintir orang saja, namun dilihat dari
Undang..Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang
Perpajrrkan Republik Indonesia tidaklah jauh dari
prrinsipprinsip perpajakan masa Islam awal.

PENUTUP

Dari paparan di atas, penulis melilnt terdapat persamaan
pengelolaan tanah dan paiak antara negara Islam masa
awal dengan yang sekarang berlaku di Republik
Irrdonesia. Pemungutan pajak di Indonesia seakan
merupakan reformulasi dari sistem perpaiakan masa
Islam awal, sehingga implementasi perpajakan di
In.donesia tidak bertentangan dengan al- maqisitl shai'ah
al- isldmiyah, yaitu kesejahteraan umat manusia. Hanya
saja kesejahteraan umat manusia dalam Islam tidak saja

di dunia tetapi iuga di akhira! kerena segala arnal sosial
yang dilakukan selalu bemilai ibadah. Dengan demikian
prirsip prisip pengelolaan dan perpajakan masa Islam

.e lt'i4232.
s AJ.zallut R.ahmari., Doktin,D.6.
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awal (khususnya tanah) dapat diambil untuk menarnbah
kesempurnaan sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTARPUSTAKA

Abr Farj, Allmam al-flitiz 'Abd al-Rahman b. ahmad b.
Ratrib al- Hanabili. alJstiWraj li al-Afl<nm al-Kharaj.
Beirut Dir al-Ilmiah, 1985.

al-Hamshan, Mu glafe. al-Ni2im allqtigail f al-Isldm. Kyad:
Dar al-Ulum, 1985.

Adam's, Yahya Ben. Taxation in Islam, aolll Leiden:
lntemational Islamic Univertisy, 1967.

'Ali, Ibrahim 5rr"6 6funad. al-MRDAnd aLMiliyah f al-
lslam. tk.p: Mahad al-Dirasah al-Ishmiyyah, 1970.

Doi, A. Rahman l. Muamalah, ter. Zainudin dan Rosydi
Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persa da. 7996.

Harsono, Boedt. Hukum Agraria lndonesia. fakarta:
Jembatan, 1996.

Iqbal, Munawar dan Khan, M. Fahim. A Suraey of lssues
and a Programme For Research in Monetery And fskal
Econonic Of lslam. Islamabad: PopBoadr Printers
Ltd, 1981.

Manna4 Abdul. Teon Dan Praktek Ekonomi lslam. Ter,
Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prisma Yasa,
-1997.

Mustafa, Bachsan. Hukum Agraia Dalam PerspektiJ.

Bandung: Remadja Karya, 1988.

Tunggal, Amin Widjaya. Peraturan Perpajakan Di lndonesia.

Jakarta: Rineka Cipta, 1995.



24 Justitia lslamica, Vol.1/No. 1/Jan - Juni 2004

Oran, Ahmad and Rasid, Salim. Fiscal Policy In Early
Islarry dalam Reading ln lslamic Fiscal Poliry Delhi:
Shah Offset Printer, 1996.

Perar,gin, Effendi. Huhm Agrait Di lndonesit, suatu telah

dai suilut pondang prakti hukum. Jakara: Raja
Grafindo Persada, 1994.

Effendi, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah.

f akarta: Rajawali, 1991.

Efferrdi. Hukum Agraia Di lnilonesia. Jakar6:
Radjawali,191.

Padiangan, Liberty dan Gaol, Jimmy lumban. Memalumi
Uailang- Uilang Perpajakan 7994. Jakartz; UI-Press,
1995.

Rahrran, Afzahr. Dobrin Ekonomi lslmn, jiliil ll. Ter"
Sonhaji dan Hudiyanto. Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 195.

Sunandra, I Wayat Hukum Pertanahan lrulonesia. Jakatb:
Rineka Cipta, 1991.

Salama, Abidin Ahmed. Kharaj and Other Sources of
Revenue in an Islamic State, dalam Reailings ln
lslamic Fiskal Policy. Delhi: Shah Offset Printer, 1995.

Siddiqi, S. A. Publik Finance ln Islam. Lahore: Kashmiri
Bazzan, tl

Suparmoko. Keuangan Negara Dalam Teoi Dan Praktek.
yogyakana: BPFE, 1992.

Sofwaru Sri Soeewi Masjhoen. Hak laminan Atas Tanah.

Yo gyakarta : Libe ray, 1981,.


